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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, 

kemiskinan, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap ketimpangan pendapatan 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder berbentuk panel dari tahun 2014 hingga 2023. Metode yang 

digunakan yaitu Generalized Method of Moments (GMM). Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ketimpangan pendapatan sebagai variabel 

dependen dan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, serta upah minimum 

kabupaten/kota sebagai variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dalam jangka pendek, variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan namun dalam jangka panjang 

pertumbuhan ekonomi terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

ketimpangan pendapatan yang menunjukkan bahwa seiring meningkatnya 

pertumbuhan ekonomi tingkat ketimpangan pendapatan akan menurun. Variabel 

kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan 

pendapatan. Sementara itu, variabel upah minimum kabupaten/kota menunjukkan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan 

semakin melebar akibat besarnya selisih upah minimum antar wilayah dan 

dominasi sektor informal di DIY. Temuan ini memberikan implikasi perlunya 

kebijakan ekonomi yang inklusif, strategi pengentasan kemiskinan yang lebih 

merata, dan penyesuaian kebijakan upah minimum. 
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